
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16TAH UN 2018
TENTANG PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAH



AGENDA

Latar Belakang

Pokok Perubahan

Pengaturan Baru

Perubahan Ist ilah

Perubahan Defi nisi

Perubahan Pengaturan

·LKPP-_ -
. _ .._ r .. _ ...UMr





LATAR BELAKANG
4

-----_.-

01.

Pengadaa n Barang/ Jasa Pemer intah mempunyai peran penting
dalam pelaksanaan pembangunan nasional untu k peningkatan
pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan
daerah

02 .

Perlu pengat uran yang memberikan pemenuhan nilai manfaat
yang sebesar-besarnya (value for money) dan kont ribus i dalam
peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan peran
Usaha M ikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah serta
pembangunan berkelanjutan

LKPP...- ..... .... •..•-_.•...•..-



LATAR BELAKANG
\

-----_.-

, 03.

Araha n Presiden untuk melakukan deregulasi dan percepatan
pembangunan dalam rangka memaksimalkan penyerapan anggaran
yang salah satunya terkait peratu ran Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah

l
0,+

Keputusan Presiden No 11 Tahun 2016 Tentang Program
Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2016, mengamanatkan
Perubahan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah ha rus diselesaikan pada tahun 2016

Tindak lanjut hasil Rapat Terbatas Kabinet pada tanggal 29
05 . Desember 2016 yang membahas mengenai Revisi Peraturan

Tentang Pengadaan Ba rang/Jasa Pemerintah

LKPP...- ..... .... •..•-_.•...•..-





POKOK PERUBAHAN
-----_.-

STRUKTUR LEBIH
SEDERHANA

SI M PLI FI KASI
• HANYA MENGATUR HAL

YANG BERslFAT NORMATIF
• MENGHILANGKAN BAGIAN

PENJELASAN
• STANOAR DAN PROsEDUR

DIATUR DALAM PERATURAN
LKPP DAN PERATURAN
KEMENTERIAN sEKTORAL
TERKAIT

,,-.--, ,, ,
~ ,

~ ,

.~ '.
I \

I \
I \

I ~ I
I .....~ I... -.,.......-----

BEST PRACTICE
MENERAPKAN PRAKTEK
PRAKTEK TERBAIK DALAM

MELAKsANAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA

LKPP
...- ....
• _ .._ r _



BAB I
KETENTUAN UMUM

BAB II
TATA NILAI PENGADAAN

BAB III

PARA PIHAK DALAM PENGADAAN
BARANG JASA

BAB VI
PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI

PE NYEDlA BARANG/JASA

BAB VIII
PERAN SERTAUSAHA KEe il

BABV
SWAKElOLA

BAB IV
RENCANA UMUM PENGADAAN

BARANG/1ASA

BABVII
PE NGGUNAAN BARANG/JASA PRODUKSI

DALAM NEGERI

STRUKTUR PERPRES
NO 54/2010

19 BAB
139 PASAL
PENJELASAN

BAB IX
PENGADAAN BARAN G{JASA MELAWI

PElELANGA N/SELEK$II NTERNAs,IONAl

BABX BAB XI
PENGADAAN BARANG/JASA YANG DIBIAYAI KEIKUTSERTAAN PERUSAHAAN ASING

DENGAN DANA~INJAMAN/HJBAH LUAR NEGERI_ ",D"ALAM PENGADAAN BARAN GtJASA

BAB XII
KONSEP RAMAH lINGKUNGAN

BAB XIII

PENGADAAN SECARA ElEKTRONIK

BAB XIV
PENGADAAN KHUSUS DAN PENGECUALIAN

BAB XV
PENGENDAlIAN, PENGAWASAN, PENGADUAN DAN SANKSI

BAB XVI
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DALAM

ORGANI5ASI r ENGADAAN

BABXVII
KETENTUAN LAIN-LAIN

BAB XVIII
KETENTUAN PERAl1HAN

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

LKPP-_ -. _ .._ r .. _ ...uMr



BAB II
TUJUAN, KEBIJAKAN, PRINSIP DAN ETIKA

PENGADAAN BARANG/JASA

BAB I
KETENTUAN UMUM

STRUKTUR PERPRES
NO 16/2018

15 BAB
94 PASAL

BAB IV
PERENCANAAN

PENGADAAN

BABV
PERSIAPAN PENGADAAN

BARANG!JASA

BABVI
PELAKSANAAN PENGADAAN

BARANG/JASA MELALUI SWAKElOLA

BABVIII
PENGADAAN KH USUS

• PENGADAAN • PENGECUAUAN
BARANG{JASA 01
LUAR NEGERI

PENEllTlAN • TENDER/SElEKSI
INTERNASIONAl DAN
DANA PlN!HLN

BAB IX
USAHA KEeIL, PRODUK DALAM NEGERI,

DA N PENGADAA N BERKELANJUTAN

• PERAN SERTA • PENGGUNAAN
USAHA«ecn PRODUKDALAM

NEGERI

PENGADAAN
BERKE LANJUTAN

BABX

PENGADAAN BARANG!JASA

SECARA ElEKTRONIK

BABXI
SUMBER DAVA MANUSIA

DAN KE LEMBAGAAN

BAB XII
PENGAWASAN, PENGA DUAN, SAN KSI,

DAN PELAYANAN HUKUM

BAB XIII
KETENTUAN LAIN

LAIN

BAB XIV
KETENTUAN
PERALIHAN

BABXV
KETENTUAN PENuru p

·LKPP-_ -. _ .._ r .. _ ...uMr





PENGATURAN BARU

01 TUJUAN PENGADAAN

Meningkatkan peran pelaku

usaha nasional

--

Meningkatkan pera n

serta usaha rnik ro,
usaha kecil, dan usaha

menengah

----_.-

':' .':A:J.,•.t.,_, . "

Meningkatkan

penggunaan produk
dalam negeri

Menghasilkan barang/jasa
yang tepat dari seti ap uang

yang dibelanjakan, diu kur dari
aspek kuali tas, jumlah, waktu,

biaya, lokasi, dan penyed ia

~ - .
'Wf( .'
-~.

Mendukung pelaksanaan
penelit ian dan pem anfaatan

Barang/Jasa hasll penel itian

Meningkatkan

keikut sertaan indust ri
kreatif

Mendorong
pemerataan ekonomi

Mendorong Pengadaan
Berkelanjutan

LKPP
...- ....
• _ .._ r _ •



PENGATURAN BARU

02 PEKERJAAN TERINTEGRASI
---- ---

w-• •
Pekerjaan Terintegrasi mencakup seluruh jen is

pengadaan

1. Pekerjaan Design and Build

2. Pekerjaan IT Sol ut ion

3. Pekerjaan EPe

4. Pekerjaan Pembangunan, Pengoperasian,

dan Pemeliharaa n

5. dll

LKPP •...- ....
• _ .._ r _



PENGATURAN BARU

03 PERENCANAAN PENGADAAN
------_.-

~...,... -.::::::::::-,.-

~

•

(~)
. ..

SUMBER DANA APBD

Perencanaan pengadaan dilakukan bersamaan dengan proses
penyusunan RKA Perangkat Daerah sete lah nota kesepakatan
KUA-PPAS

Perencanaan pengadaan melalui Penyedia meliputi:
a. penyusunan spesifikasi teknis/KAK
b. penyusunan perkiraan biaya/RAB

c. pemaketan Pengadaan Barang/Jasa
d. Konsoiidasi Pengadaan Barang/Jasa dan
e. penyusunan biaya pendukung

SUMBER DANA APBN
Perencanaan pengadaan dilakukan bersamaan dengan proses
penyusunan Renja K/ L setelah penetapan Pagu Indikati f .



PENGATURAN BARU

04 AGEN PENGADAAN
4

-----_.-

UKPBJ atau Pelaku Usaha yang melaksanakan
sebagian atau seluruh pekerjaan Pengadaan

Barang/Jasa yang dipercayakan oleh
Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah

sebagai pihak pember i pekerjaan.

Agen Pengadaan dapat berupa :
• UKPBJ pada Kementerian/Lembaga/

Pemerintah Daerah lain; atau
• Pelaku Usaha (Badan Usaha dan Perorangan)

LKPP •...- ....
• _ .._ r _



PENGATURAN BARU

05 KONSOLIDASI PENGADAAN
-----_.-

-----.

PERENCANAAN

PERSIAPAN
PENGADAAN

PERSIAPAN
PEM ILI HAN PENYED IA

Kontrak

Serah Terima
Pekerjaan

•
•
•

strategi pengadaan BarangJJasa
yang menggabungkan beberapa
paket pengadaan Ba rangJJasa sejenis

DILAKSANAKAN OLEH
PA/ KPA/ PPK/ UKPBJ

* --_.
,,,,

*
LKPP...- ......... •.-.-_ -



PENGATURAN BARU

06 SWAKELOLA

TIPE IV

I

BARil
TIPE IITIPE I

Direncanakan,

dilaksanakan dan
diawasi oleh K/l/PO

PENANGGUNG
JAWAB ANGGARAN

Direncanakan dan

diawasi oleh
K/L/PD penanggung

jawab anggaran dan
dilaksanakan oleh

K/L/PD PELAKSANA

SWAKELDLA

TIPE III
Direncanakan dan diawasi oleh

K/L/PD penanggungjawab

anggaran dan dilaksanakan
oleh ORGANISASI

KEMASYARAKATAN

Direncanakan oleh K/L/PD

penanggungjawab anggaran
dan/atau berdasarkan usulan
KELOMPOK MASYARAKAT dan

dilaksanakan serta diawasi oleh
KElOMPOK MASYARAKAT

LKPP
...- ....• _ .._ r _ •



PENGATURAN BARU

07 REPEAT ORDER
---- ---

Penunjukan Penyedia jasa konsultansi dapat dilakukan
berulang (Repeat Order) melalui proses Penunjukan
Langsung

Permintaan berulang dilakukan pal ing banyak 2 kali

LKPP •...- ....
• _ .._ r _



PENGATURAN BARU

08 E-REVERSE AUCTION
-------

MERUPAKAN

,
-

-1 -2 -1 -2
-3 -3

• .1 .KPP_.... -._---..-..._-

Metode penawaran harga secara beru lang

a. pada tender cepat;
b. sebagai t indak lanjut tende r yang

hanya terdapat 2 pena waran;

DAPAT DIGUNAKAN :



PENGATURAN BARU

09 PENGECUALIAN
------_.-

PENGADAAN

BARANG/JASA PADA

BADAN LAYANAN UMUM

PENGADAAN

BARANG/JASA YANG

DILAKSANAKAN

BERDASARKAN TARIF

YANG DIPUBLIKASIKAN

SECARA LUAS

PENGADAAN

BARANG/JASA YANG

DILAKSANAKAN SESUAI

DENGAN PRAKTIK BISNIS

YANG SUDAH MAPAN

SUDAH DIATUR DALAM

PERATURAN

PERUNDANG

UNDANGAN LAINNYA

LKPP •...- ....
• _ .._ r _



PENGATURAN BARU

10 PEN ELiTIAN
--

PELAKSANA PENELmAN

KONTRAK PENELmAN
BERBASIS OUTPUT

O , --. '. .)(...,. , '
v -.0.~
LKPP

,,,,,

000
r-

III = II ~~o p

• Kompetisi

• Pe nugasan

PEMILIHAN PELAKSANA PENElmAN

• Individu/kumpulan individu

• Kementeria n/Lembaga/
Perangkat Daera h

• Perguru an Tinggi
• Orga nisasi Kemasya rakatan

• Badan usaha

o v



PENGATURAN BARU

11 E-MARKETPLACE
L

-----_.-

E-marketplace Pengadaan
Barang/Jasa adalah pasar elektronik
yang disediakan untuk memenuhi
kebutuhan ba rang/jasa pemerintah

Jenis Katalog Elektronik:
• Katalog Nasional
• Katalog Sektoral
• Katalog Lokal

ec~~.9.~
KATAlOG

ElETRONIK

TOKO

DARING

p
PEMILIHAN
PENYEDIA

LKPP
...- ....
• _ .._ r _



PENGATURAN BARU

12 LAYANAN PENYELESAIAN SENGKETA
-------

Penyelesaian sengketa kontrak antara PPK
dan Penyedia dalam pelaksanaan Kontrak

dapat dilakukan melalui layanan
penyelesaian sengketa kontrak, arb itrase,

atau penyelesaian melalui pengadilan.

•

-- .

LKPP menyelenggarakan
Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak

•



PERUBAHAN
ISTILAH



PERUBAHAN ISTILAH
14

...- ....• _ .._ r _

LKPP

TENDER

HARGA
TERENDAH

UKPBJ
Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa

PERPREs NO 16 TAHUN 2018

POKJA PEMILIHAN

-

e
•

~
~

----_.-

SISTEM
GUGUR

LELANG

POKJA ULP

ULP LPSE

PER PRES NO 54 TAHUN 2010

Unit Layanan Layanan Pengadaan
Pengadaan Seca ra Elektronik



PERUBAHAN ISTILAH

...- ....• _ .._ r _

LKPP

K/l/PD

PJ PHP/PPHP

DOKUMEN

PEMILIHAN

Ke menterian/lembaga/
Perangkat Daerah

PERPREs NO 16 TAHUN 2018

-

PEJABAT/PANITIA PEMERIKSA

HASIL PEKERJAAN

----_.-

K/l/D/I

PJPHP/PPHP

DOKUMEN

PENGADAAN

Kementer ian/Lembaga/Satuan

Kerja Perangkat Daerah/lnstitusi

PER PRES NO 54 TAHUN 2010

PEJABAT/PANITIA PENERIMA

HASIL PEKERJAAN



PERUBAHAN
DEFINISI



PERU BAHAN DEFI NISI
1

PERPRES NO 16 TAHUN 20 18

LKPP
...- ....
• _ .._ r _

Cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan
sendiri oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat

Daerah, Kementerian/Lembaga/Perangkat
Daerah lain, organisasi kemasyarakatan, atau

kelompok masyarakat

Layanan pengelolaan teknologi informasi untuk
memfasilitasi pelaksanaan pengadaan

barang/jasa secara elektronik.

Metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa

konsultansl/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu

-

LPSE

PENUNJUKAN
LANGSUNG

!&)

SWAKELOLA

----_.-
PERPRES NO 54 TAHUN 2010

Pengadaan barang/ jasa dimana pekerjaannya
direncanakan, dikerjakan, dan/atau diawasi

sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab
anggaran, instansi pemerintah lain dan/ atau

kelompok masyarakat

Unit kerja K/L/D/ I yang dibentuk untuk
menyelenggarakan sistern pelayanan pengadaan

barang/jasa secara elektroni k

Metode pemi lihan penyedia barang/jasa dengan
cara menunjuk langsung 1 (satu) penyedia

barang/jasa



PERU BAHAN DEFI NISI
L

PERPRES NO 16 TAHUN 20 18

LKPP
...- ....
• _ .._ r _

Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa
berdasarkan kontrak

PjPHP adalah pejabat administrasifpejabat
fungsional/personel yang bertugas memeriksa

administrasi hasil pekerjaan Pengadaan
Barang/Jasa.

PPHP adalah tim yang bertugas memeriksa
administrasi hasil pekerjaan Pengadaan

Barang/Jasa.

-

PENYEDIA

PPHP/PJPHP

----_.-
PERPRES NO 54 TAHUN 2010

pan itia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/ KPA
yang bertugas memeri ksa dan menerima hasil

pekerjaan.

Badan usaha atau orang perseorangan yang
menyediakan barang/pekerjaan konst ruksif jasa

konsultansifjasa lainnya



PERU BAHAN DEFI NISI

Keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi
pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan,

pembongkaran, dan pembangunan
kembali suatu bangunan

(Merujuk ke UU No.2/ 2017 tentang Jasa
Konstruksi)

L

PERPRES NO 16 TAHUN 20 18

...- ....• _ .._ r _

LKPP

Jasa non-konsultansi atau jasa yang
membutuhkan peralatan, metodologi khusus,

dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata
kelola yang telah dikenalluas di dunia usaha

untuk menyelesaikan suatu pekerjaan .

-

PEKERJAAN

KONSTRUKSI

~

JASA LAINNYA

----_.-
PERPRES NO 54 TAHUN 2010

Jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu
yang mengutamakan keterampilan (skil lware)
dalam suatu siste m tata kelola yang te lah

dikena lluas di dunia usaha untuk menyelesaikan
suat u pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau

penyediaan jasa selain Jasa Konsuitansi,
pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan

pengadaan Barang.

Seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan
pelaksanaan konst ruksi bangunan atau

pembuatan wujud fisik lainnya





PERU BAHAN PENGATURAN

01 TUGAS PPHP/PJPHP- --

PERPRES 16/2018

melakukan pemeriksaan
administrasi hasil pekerjaan
sebelum diserahkan oleh PPK
kepada PA/KPA

PERPRES 54/2010

a. melakukan pemeriksaan hasil
pekerjaan sebelum serah
terima dari Penyedia ke PPK;

b. menerima hasil pekerjaan; dan
c. membuat dan

menandatangani BAST. PjPHP
Untuk nilai sampai
dengan Rp200 Juta

PPHP
Untuk nilai di atas

Rp200 Juta

LKPP •...- ....
• _ .._ r _



PERUBAHAN PENGATURAN

02 PERSYARATAN PENYEDIA
-----_.-

•...- ....
• _ .._ r _

LKPP

Penyedia wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan
barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan keten tuan
peraturan perundang-undangan .

Ditambahkan tanggung jawab Penyedia :
a. pelaksanaan kontrak;

b. kuali tas barang/jasa ;
c. ketepatan perhitungan j umlah atau volume;
d. ketepatan waktu penyerahan; dan
e. ketepatan tempat penyerahan.

....... PERPRES 54/2010

~
~ PERPRES 16/2018

-~-"'r-



PERUBAHAN PENGATURAN

03 PENYEBUTAN MEREK
-----_.-

PERPRES 54/2010

\ ..

Penyebutan rnerek/produk tertentu untuk :

a. suku cadang
b. Barangfjasa pada Tender Cepat

PERPRES 16/2018
Dalam penyusunan spesifikasi teknisfKAK

dimungkinkan penyebutan merek terhadap :
a. komponen barangfjasa;
b. suku cadang;
c. bagian dari satu sistem yang sudah ada;
d. barang/jasa dalam katalog elektronik; atau

e. barang/jasa pada Tender Cepat.

LKPP
...- ....
• _ .._ r _ •



PERU BAHAN PENGATURAN

04 KEWAJIBAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI
-----_.-

Kewajiban Penggunaan produk dalam negeri

apabila terdapat prod uk dalam negeri :

PERPRES 54/2010

TKON + BMP >40%

OAN

paling sedikit 2 Produk
mempunyai TKON <25%

PERPRES 16/2018

TKON + BMP >40%

LKPP •...- ....• _ .._ r _



PERUBAHAN PE NGATURAN

05 HARGA PERKIRAAN SENDIRI
-----_.-

PERPRES 54/2010

-
HPS dikecualikan untuk :

• KontesjSayembara
• Pengadaan Langsung dengan Bukti Pembelian

Sumber informasi untuk penyusunan HPS diatur secara detail

PERPRES 16/2018
HPS dikecualikan untuk :
• Pengadaan sampai dengan nilai RplO.OOO.OOO
• Pengadaan me lalu i E-Purchasing
• Tender Pekerjaan Terintegrasi

Sumber informasi untuk penyusunan HPStida k diatur lagi,
tetapi disesuaikan dengan best practice

LKPP •...- ....
• _ .._ r _



PERU BAHAN PENGATURAN

06 JAM INAN PENAWARAN & SANGGAH BANDING
-----_.-

PERPRES 54/2010

Tidak diberlakukan
Dalam hal e-tendering

(PERPRE54/2015)

PERPRES 16/2018

JAMINAN PENAWARAN
• Jaminan Penawaran

Untuk Pekerjaan Konstruksi

dengan nilai Pengadaan di atas
RplO Miliar

• Nilai jaminan sebesar 1% -3%
HPS

JAMINAN 5ANGGAH BANDING

• Jaminan Sanggah Banding
Untuk Pekerjaan Konstruksl

• Nilai Jaminan sebesar 1% HPS

LKPP •...- ....
• _ .._ r _



PERUBAHAN PENGATURAN

07 METODE PEMILIHAN PENYEDIA
-----_.-

PERPRES 54/2010 PERPRES 16/2018

BARANG
PEKERJAAN

KONSTRUKSI
JASA

LAINNYA

JASA
KONSULTANSI BARANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI/JASA LAINNYA

LELANG!SELEKSI
UMUM E-PU RCHASING

LE LANG
TERBATAS PENGADAAN LANGSUNG

LELANG!SELEKSI
SEDER HANA PEN UNJUKAN LANGSU NG

JASA KONSULTANSI

PEMILIHAN
LANGSUNG

PEN UNJUKAN
LANGSUNG

TENDER TE NDER CEPAT

PENGAOAAN
LANGSUNG SELEKSI

KONIES
PENGADAAN LANGSUNG

SAYEMBARA v v
PENUNJUKAN LANGSU NG

[ -PURCHASING

LKPP
...- ....
• _ .._ r _ •



PERUBAHAN PENGATURAN

08 JENIS KONTRAK
--_._---

PENGADAAN BARANG/JASA

Dibagi dalam :

a. Kontrak berdasarkan cara
pembayaran (4 jenis);

b. Kontrak berdasarkan pembebanan
Tahun Anggaran (2 jenis);

c. Kontrak berdasarkan sumber

pendanaan (3 jenis); dan
d. Kontrak berdasarkan jenis pekerjaan

(2 jenis).

Tidak ada perbedaan antara

barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya
dan jasa konsultansi

- - PENGADAAN BARANG/
PEKERJAAN KONSTRUKSI/JASA LAINNYA

a. Lumsum

b. Harga Satuan
c. Gabungan Lumsum dan

Harga Satuan
d. Terima Jadi (Turn key )

e. Kontrak Payung

PENGADAAN JASA KONSULTANSI

a. Lumsum

b. Waktu Penugasan
c. Kontrak Payung

LKPP
...- ....
• _ .._ r _ •



PERUBAHAN PENGATURAN

09 KONTRAK TAHUN JAMAK
-----_.-

TAHUN ANGGARAN 1 TAHUN ANGGARAN 2 TAHUN ANGGARAN 3
PERPRES 54/2010

>12 bulan

<12 bulan

Pelaksanaan pekerjaan untuk

masa lebih dari 1 Tahun
Anggaran atas beban anggaran

>12 bulan PERPRES 16/2018

------------------------------------------.<12 bulan

12 bu lan : 12 bu lan ~ 12 bulan -- -.

Pekerjaan yang penyelesaiannya
lebih dari 12 bulan atau lebih dari
1 Tahun Anggaran

pekerjaan yang memberikan
manfaat lebih apabila dikontrakkan

untuk jangka wa kt u leb ih dari 1
Tahun Anggaran dan paling lama 3
Tahun Anggaran.

LKPP
...- ....• _ .._ r _ •



PERU BAHAN PENGATURAN

10 PENGADAAN LANGSUNG JASA KONSULTANSI
4

-----_.-

PERPRES 54/2010
Pengadaan Langsung

dilaksanakan untuk paket
Pengadaan Jasa Konsulta nsi yang

berni lai paling tinggi

Rp50.000.000

MAKS 50JUTA

PERPRES 16/2018
Pengadaan Langsung

dilaksanakan untuk Jasa
Konsultansi yang bernilai

sarnpai dengan paling banyak

RplOO.OOO.OOO

MAKS 100 JUTA

_ BatasNilai

LKPP •...- ....
• _ .._ r _



PERU BAHAN PENGATURAN
4

11 PEMESANAN E-PURCHASING
-----_.-

PERPRES 54/2010 PERPRES 16/2018

PERSETUJUAN PA
>100MILIAR

",:",_ -.....1. _ Batas Nilai

PPK
nDAK D1BATASI

00

Pembagian Kewenangan
Melakukan E-purchasing

Berdasarkan Nllai

PEJABAT PENGADAAN
MAKS 200 JUTA

LKPP •...- ....
• _ .._ r _



PERUBAHAN PE NGATURAN

12 UANG MUKA UNTUK KONTRAK TAHUN JAMAK
--- -

PERPRES 54/2010 PERPRES 16/2018

dar; Kontrak

tahun pertama

PALING TINGGI

dari Nilai
Kontrak

•

dari ni lai
Kont rak15%

ATAU

20%

LKPP •...- ....• _ .._ r _



PERUBAHAN PE NGATURAN

13 PERUBAHAN KONTRAK
4

-----_.-

Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat
pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifi kasi teknis/ KAK

yang ditentukan dalam Dokumen Kontrak, PPK bersama

Penyedia dapat melakukan perubahan kontrak, berlaku untuk
pekerjaan dengan kontrak

PERPRES 54/2010

HARGA SATUAN

PERPRES 16/2018

SEMUAJENIS KONTRAK

GABUNGAN LUMSUM
DAN HARGA SATUAN

LKPP...- ..... .... •..•-_ -



PERUBAHAN PENGATURAN

14 PENYESUAIAN HARGA
---- -

~
.0 ~•• ••• •• •• • •• •

• • • •
~ . •• •• • •• •

• • •
• • !, @(i) • •• • •-- • • •• @ • • •• • •- •• • •
• • •• -• • •

Q • •• •
• •

• •
• •

•

MULAI BULAN KE 13

PERPRES 16/2018

LEBIH DARI 18 BULAN

Pernberlakuan
Penyesua ian Ha rga

Diberlakukan Pada Kontrak
Tahun Ja rna k Ya ng

Masa Pelaksanaan nya

MULAI BULAN KE 13

PERPRES 54/2010

LEBIH DAR' 12 BULAN

LKPP •...- ....
• _ .._ r _



PERU BAHAN PENGATURAN
PENGADAAN BARANG/JASA DALAM RANGKA

15 PENANGANAN KEADAAN DARURAT
4

-----_.-

PERPRES 54/2010

Belum diatur secara khusus, Pengadaan

barang/jasa dalam kondisi darurat
sebagai salah satu kriteria penunjukan

langsung

PERPRES 16/2018

Diatur da lam sat u pasa l t erse nd iri

se baga i bagian dari pengadaan

da lam keada a n khusu s

LKPP •...- ....
• _ .._ r _



PERUBAHAN PENGATURAN

16 TENDER/SELEKSI INTERNASIONAL
4

-----_.-
Te nder/Seleks i Internasiona l dapat dila ksanakan dalam hal:

PEKERJAAN KONSTRUKSI JASA KONSULTANSI

PERPRES 54/2010

>Rp 100 Miliar >Rp 1Trilyun >Rp 10 Miliar > Rp 25 Miliar

BARANG JASA LAINNYA

>Rp 50 Miliar>Rp 20 Miliar>Rp 50 Miliar

g[ PERPRES 16/2018

• •>Rp 20 Miliar

PERPRES 54/2010

Atau tidak ada Pelaku Usaha dalam negeri yang dapat melaksanakan pekerjaan tersebut



PERU BAHAN PE NGATURAN

17 UKPBJ
4

PERPRES 16/2018

--

UKPBJ MEMILIKI FUNGSI :

a. Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa

b. Pengelolaan lungsi layanan pengadaan secara
elektronik

c. Pembinaan SDM dan Kelembagaan

Pengadaan Barang/ Ja sa
d. Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi,

dan/atau Bimbingan Teknis
e. Pelaksanaan tuga s lain yang diberikan oleh

Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Da erah yang
berka itan dengan tuga s dan lungsinya

o
p

.-.. --:

----_.-

• •.~
ULP memiliki Tugas

Melaksanakan
Pemilihan Penyedia

Barang I Jasa

PERPRES 54/2010

LPSE memiliki tugas untuk

memlasilitasi ULP/Pejabat
Pengadaan dalam

melaksanakan Pengadaan
Barang/Jasa secara

elektronik

Tugas pengelolaan l ungsi layanan pengadaan
secara elektronik dapat di laksanakan oleh unit
kerja terpisah.

LKPP
...- ....• _ .._ r _ •



PERU BAHAN PENGATURAN

18 PELAYANAN HUKUM
BAGI PELAKU PENGADAAN

-------
PERPRES 54/2010

Khusus untuk t indak pidana dan
pelanggaran persaingan usaha
pelayanan hukum hanya diberikan
hingga tahap penyelidi kan

PERPRES 16/2018
Pelayanan hukum kepada Pelaku

Pengadaan dalam menghadapi
permasalahan hukum terkait
Pengadaan diberikan sejak proses
penyelidikan hingga tahap putusan
pengadilan .

LKPP •...--.... -....----..-..._-



PERUBAHAN PENGATURAN
49

19 PENCANTUMAN DALAM DAFTAR HITAM
-----_.-

PERPRES 54/2010

•

-

K/L/D/I menyerahkan Daftar Hitam kepada LKPP
untuk dimasukkan dalam Daftar Hitam Nasional.

Pengenaan Sanksi Daftar Hitam selama 2 tahun

PERPRES 16/2018
PA/KPA menyampaikan identitas peserta
pemilihan/Penyedia yang dikenakan sanksi daftar hitam

kepada unit kerja yang melaksanakan tungsi layanan
pengadaan secara elektronik, untuk ditayangkan dalam
Daftar Hitam Nasional.

Tingkat an Pengenaan Sanksi Daftar Hitam:
• 1 Tahun

• 2 Tahun

LKPP
...- ....
• _ .._ r _ •



PENUTUP
-----_.-

PEMBERLAKUAN PERPRES

• Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

TRANSISI

• Pengadaan Barang/Jasa yang persiapan dan

pela ksa naan dilakukan sampai de ngan t anggal 30 Jun i

2018 dapat di lakukan berdasarkan Peraturan Pres iden

Nomor 54 Tahun 2010.

• Kontrak yang dita ndata ngani berdasarkan Peraturan
Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tetap berlaku sampai

dengan be rakhirnya Kontrak.

LKPP •...- ....
• _ .._ r _



Akhir Presentasi

TERIMA KASIH


